OMBUDSMAN JATENG TERIMA PULUHAN LAPORAN SOAL PUNGUTAN DI SEKOLAH NEGERI

Kamis, 12 Januari 2023 - Alfadi Pratama

SEMARANG, KOMPAS.com Masih terdapat puluhan sekolah negeri di Jateng yang memberlakukan pungutan biaya
sekolah pada 2022 lalu. Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida menyebutkan dari total sekitar 700 laporan
yang diterima, sebanyak 70 laporan datang dari sektor pendidikan.

Dari 70 laporan itu yang paling mendominasi ialah pungutan biaya pendidikan kepada orang tua dan terkait
penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). "Soal (laporan) pungutan hampir merata di 70 persen wilayah
sekolah negeri di Jateng," kata Farida kepada Kompas.com, Rabu (11/1/3023).

Padahal secara undang-undang, pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemda. Negara wajib hadir memenuhi
kebutuhan dasar pendidikan sampai anak lulus SMP. Sehingga tidak ada alasan peserta didik tidak lulus karena hal itu
juga akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota tersebut. "Tanggung jawab
pendidikan itu ada pada pemerintah, pada negara, bahwa bila kemudian masyarakat, orang tua itu menyumbang itu
kerelaan dasarnya, tapi sekali lagi, itu bukan kewajiban," tegasnya.

Pihaknya mendapati sejumlah daerah beralasan APBD yang dimiliki tidak cukup. Oleh karena itu sebagian membuka
sumbangan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. "Nah itu orang tua boleh menyumbang dengan sukarela, tidak
ditentutan besarannya, jangka waktu, dan tidak ditagih, karena kalo ditagih namanya utang. Apalagi sampai ada rapor
yang ditahan karena orang tua belum melunasi kewajibannya, ini untuk sekolah negeri ya," lontarnya. Lebih lanjut, Farida
menerima aduan soal adanya pelapor yang juga diintimidasi oleh sesama orangtua atau wali murid. "Tertinggi (laporan
yang diterima) di SMP, yang jelas kalau masih ada banyak laporan masalah pendidikan, artinya di situ ada hal yang perlu
diperbaiki," lanjutnya.

Pihaknya mengakui pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri ini belum dapat diimplementasikan dengan masimal.
la menilai praktiknya masih normatif sampai dengan kebijakan dan program saja. "Ini harus dipahami betul oleh dinas
terkait, kepala sekolah, komite, dan orang tua, enggak apa-apa, nyumbang itu boleh, tapi tidak diwajibkan," tegasnya
kembali. la meminta semua pihak mengemban tanggung jawab masing-masing. Negara menanggung biaya pendidikan
formal di sekolah negeri. Lalu orang tua memenuhi kebutuhan anak secara personal. "Yang berikutnya harus kita pikir
yang namanya biaya pendidikan, anak perlu dibiayai secara personal, inilah yang sebenarnya tanggung jawab orangtua,"
pungkasnya.
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